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Abstrak 
 

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, garis pantai Indonesia menjadi garis 
pantai terpanjang nomor dua dan menjadikan wilayahnya sangat rentan terpapar berbagai 
dinamika perubahan lingkungan, seperti terjadinya abrasi yang disebabkan oleh faktor alam 
ataupun antropogenik. Aktivitas penambangan pasir laut menjadi salah satu kegiatan 
antropogenik yang berdampak besar terhadap fluktuasi di wilayah pesisir. Penambangan pasir 
laut merupakan proses ekstraksi pasir dari lingkungan laut yang dilakukan oleh sekelompok orang 
atau masyarakat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kebutuhan material 
konstruksi, reklamasi lahan, kebutuhan industri, maupun permintaan ekspor. Kegiatan ini memicu 
dampak signifikan terhadap dinamika wilayah pesisir, terutama pada proses abrasi pantai. Artikel 
ini bertujuan untuk mengkaji dampak penambangan pasir laut terhadap perubahan garis pantai di 
Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa eksploitasi 
pasir laut secara berlebihan mengakibatkan kerusakan fisik ekosistem wilayah pesisir, termasuk  
tergerusnya wilayah pantai akibat abrasi, degradasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, 
dan mangrove serta peningkatan risiko bencana seperti potensi bencana banjir dan tanah longsor. 
Lebih dari itu, kegiatan penambangan pasir laut juga diketahui memicu munculnya konflik sosial-
ekonomi pada masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam 
merumuskan strategi perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dalam 
jangka panjang.  

 

Kata kunci: Penggalian pasir laut, Dinamika wilayah pesisir, Abrasi 

 

Abstract 
 

As one of the largest archipelagic countries in the world, Indonesia possesses the second-longest 
coastline, making its territory highly susceptible to various environmental changes, such as 
abrasion caused by both natural and anthropogenic factors. Marine sand mining activity is one of 
the human activities that have a major impact on coastal fluctuations. This activity refers to 
extracting sand from the marine environment by individuals or communities to fulfill demands for 
construction materials, land reclamation, industrial purposes, or export. This activity exerts 
significant impacts on coastal dynamics, particularly concerning the abrasion processes. This 
study examines the effects of marine sand mining on coastline changes in Indonesia through a 
comprehensive literature review approach. The findings reveal that marine sand mining induces 
physical damage to coastal ecosystems, including the erosion of coastal areas due to abrasion, 
degradation of coral reef ecosystems, seagrass beds, and mangroves, while also increasing the 
risk of natural disasters such as floods and landslides. Beyond environmental degradation, these 
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activities contribute to socio-economic conflicts within affected communities. This article aims to 
provide valuable insights for developing long-term strategies to support the planning and 
management of sustainable coastal areas. 

 

Key words: Marine sand mining, Coastal area dynamics, Abrasion 

 

 

PENDAHULUAN 

Kawasan pesisir di Indonesia merupakan wilayah dengan keanekaragaman 

hayati tinggi, memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan bermanfaat bagi sosial masyarakat 

guna untuk menopang kehidupan manusia. Sebagai salah satu negara dengan 

kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di 

dunia, dengan panjangnya mencapai 99.093 km (Badan Informasi Geospasial dalam 

Arifin dkk., 2020), menjadikan kawasan ini sangat berisiko terpapar berbagai dinamika 

perubahan lingkungan, baik akibat aktivitas antropogenik seperti penambangan pasir 

laut, pembangunan pemukiman maupun pembabatan hutan mangrove untuk areal 

tambak ataupun akibat fenomena alam seperti arus pasang surut, gelombang, dan lain 

hal sebagainya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem 

wilayah pesisir (Hastuti dalam Damaywanti, 2013). 

Dalam beberapa dekade terakhir, pesatnya perkembangan urbanisasi dan 

industrialisasi telah memicu adanya permintaan besar terhadap sumber daya alam, 

termasuk pasir laut, untuk pembangunan infrastruktur, reklamasi lahan, dan aktivitas 

ekspor. Kegiatan penambangan pasir laut merupakan salah satu ancaman dari segi 

antropogenik yang mengakibatkan munculnya berbagai dampak negatif pada 

keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir. Proses penambangan pasir laut meliputi 

kegiatan pengerukan ataupun penggalian di sepanjang pesisir pantai atau dasar laut 

baik menggunakan alat berat ataupun metode manual, jika dieksploitasi secara 

berlebihan dapat menyebabkan tergerusnya wilayah pantai (abrasi) oleh gelombang 

laut. Akibatnya, dapat menyebabkan kerusakan fisik pada permukaan tanah, 

berkurangnya lahan hunian untuk tempat hidup manusia, hilangnya habitat asli bagi flora 

dan fauna, serta dapat menjadi inisiasi munculnya berbagai bencana alam di kawasan 

pesisir (Taufik dkk., 2020; Rahman & Sumktaki, 2020).  

Penambangan pasir laut secara umum sering kali menyebabkan abrasi yang 

signifikan dan berakibat pada perubahan pola sedimentasi yang berujung pada 

ketidakseimbangannya ekosistem pesisir. Dampak ini diperburuk oleh lemahnya 

pengelolaan sumber daya pesisir. Sebagai contoh, walaupun Undang Undang No. 27 

Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan wilayah pesisir, akan 
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tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan yang sangat besar, antara wilayah 

pesisir tersebut seperti Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Bali sering menjadi 

lokasi eksploitasi pasir laut, terutama untuk memenuhi kebutuhan proyek domestik 

maupun internasional. Kasus penambangan pasir laut yang banyak mencuri perhatian 

berada di wilayah pesisir Kepulauan Riau. Wilayah ini sudah bertahun-tahun menjadi 

lokasi penambangan pasir laut yang dieksploitasi secara masif untuk keperluan 

reklamasi di Singapura. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa telah 

terjadi penyusutan luas daratan akibat abrasi yang terus meningkat di beberapa pulau 

kecil di Kepulauan Riau seperti yang terjadi pada Pulau Nipah dan Pulau Karimun 

(Amalia dkk., 2024).        

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengulas secara detail mengenai dampak 

aktivitas penambangan pasir laut terhadap dinamika perubahan garis pantai di 

Indonesia, baik itu abrasi ataupun akresi dengan pendekatan literatur review sebagai 

metode utama. Melalui kajian literatur, artikel ini mengintegrasikan berbagai data dan 

hasil penelitian terdahulu untuk memahami secara komprehensif bagaimana hubungan 

antara aktivitas penambangan pasir laut dan pengaruhnya terhadap abrasi dan akresi di 

wilayah pesisir Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan 

berbagai informasi dan rekomendasi terkait pengelolaan wilayah pesisir yang 

berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan 

pendekatan sistematis untuk mengkaji dampak penambangan pasir laut terhadap 

perubahan garis pantai di wilayah pesisir Indonesia. Sumber data yang digunakan 

mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, regulasi perundang-undangan, serta 

informasi dari situs web yang relevan. Proses pencarian literatur dilakukan melalui 

database akademik seperti Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, serta sumber-

sumber resmi lainnya guna memastikan keakuratan dan relevansi data. 

Setelah literatur terkumpul, data dianalisis secara deskriptif dengan metode 

analisis konten untuk mengidentifikasi pola dampak penambangan pasir laut terhadap 

abrasi serta perubahan garis pantai. Studi ini juga membandingkan beberapa kasus 

penambangan pasir laut di Indonesia guna memahami variasi dampak berdasarkan 

karakteristik lokasi, metode penambangan, serta kebijakan pengelolaan yang 

diterapkan. Selain itu, penelitian ini mengkaji berbagai strategi mitigasi yang telah atau 
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dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif penambangan pasir laut terhadap 

lingkungan pesisir. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dinamika Kawasan Pesisir Akibat Penambangan Pasir Laut 

Penambangan pasir laut telah menjadi ancaman serius bagi kestabilan garis 

pantai. Aktivitas ini dapat mengakibatkan pantai terkikis lebih cepat, hal ini diakibatkan 

karena pasir yang biasanya berfungsi sebagai penahan alami diambil secara berlebihan, 

sehingga berdampak pada hilangnya stabilitas pantai sebagai penyeimbang ekosistem 

dan permukaan tanah pada area pantai lebih mudah tergerus oleh gelombang. Lebih 

dari itu, proses alami yang seharusnya membantu pantai menambah daratan baru ikut 

terganggu, membuat ekosistem pesisir semakin rentan terhadap kerusakan (Rahman 

dkk., 2020). 

Sebagai salah satu bagian dari aktivitas industri, eksploitasi pasir laut tidak hanya 

dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem wilayah pesisir, namun juga 

meningkatkan potensi timbulnya bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Kerusakan 

ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan penambangan yang lebih bertanggung 

jawab dan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan. Selain itu, ada berbagai risiko lain 

yang muncul dari aktivitas ini, seperti lahan yang rusak, gangguan pada habitat 

tumbuhan dan hewan, dan juga pencemaran udara dan air (Nurahmi dkk., 2024). 

Penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal sering kali mencerminkan kurangnya 

kesadaran manusia akan pentingnya menjaga alam (Safrizal dkk., 2024). Aktivitas ini 

tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga memicu berbagai masalah sosial dan 

ekologi, yang akhirnya memperburuk kondisi hidup masyarakat di sekitar daerah wilayah 

penambangan. 

Dalam sisi lain, ekstraksi pasir laut yang dilakukan melalui proses penambangan 

ini juga dapat memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, yaitu sebagai 

penyedia bahan baku reklamasi yang berhubungan erat dengan kegiatan industri 

konstruksi (Halim dkk., 2019). Walaupun kegiatan ini dapat memberikan segi 

keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, akan tetapi kompleksitas wilayah 

lingkungan laut dan pesisir menjadikan dampak penambangan pasir laut semakin 

meluas, sebagai contoh dinamika sifat fisis alami laut seperti pergerakan arus, 

gelombang, dan pasang surut bersamaan dengan kegiatan penggalian pasir laut ini 

mengakibatkan adanya perubahan morfologi pantai, sedimentasi, dan keseimbangan 

ekologi wilayah pesisir secara keseluruhan (Dara & Sugiri, 2014). 

Pulau Lusi 
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Penambangan pasir laut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga 

mengganggu kehidupan masyarakat pesisir. Namun, jumlah spesifik pasir yang hilang 

dalam memengaruhi morfologi pantai dapat bervariasi, tergantung pada karakteristik 

lokal, seperti kondisi hidrodinamika, kemiringan pantai, dan jenis sedimen (Surianti dkk., 

2023). Akibat dari kegiatan eksploitasi ini, ekosistem laut seperti terumbu karang, 

padang lamun, dan mangrove, mengalami kerusakan besar. Terumbu karang, yang 

menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, hancur akibat sedimentasi tinggi. Padang 

lamun, yang penting untuk tempat berkembang biak ikan, lenyap tanpa jejak. Mangrove, 

yang melindungi pantai dari abrasi, terus tergerus. Di sisi lain, masyarakat yang hidup 

bergantung pada laut merasakan dampaknya secara langsung. Pendapatan nelayan 

menurun karena ikan semakin sulit ditemukan. Rumah-rumah warga rusak akibat 

gelombang yang semakin ganas. Bahkan konflik sosial pun muncul ketika kepentingan 

ekonomi bertabrakan dengan kelestarian lingkungan (Taufik dkk., 2020). 

Untuk mengatasi masalah ini menurut Hidayat (2020), berbagai upaya telah 

dilakukan. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam membangun struktur 

pelindung seperti tanggul dan breakwater untuk menahan abrasi. Edukasi dan 

penyuluhan kepada masyarakat juga terus digalakkan agar mereka lebih peduli pada 

ekosistem pantai. Upaya rehabilitasi, seperti penanaman kembali mangrove, dilakukan 

untuk memulihkan fungsi alami pantai, karena vegetasi mangrove mampu untuk 

mereduksi tinggi dan energi gelombang, sehingga mampu mengurangi dampak abrasi 

yang terjadi (Kamil dkk., 2021). Di sisi kebijakan, pemerintah memperketat pengawasan 

terhadap penambangan ilegal dan meninjau ulang izin usaha yang ada. Semua langkah 

ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi lingkungan pesisir 

dan memastikan kehidupan masyarakat tetap berkelanjutan. 

Kasus Penambangan Pasir Laut di Indonesia 

Aktivitas penambangan pasir dan karang laut di Desa Wangel, Kabupaten 

Kepulauan Aru, menjadi masalah salah satu masalah yang tidak bisa diabaikan. Dalam 

Wattimena dkk. (2024) dijelaskan bahwa kegiatan penggalian dilakukan oleh 

masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membangun pondasi rumah, akan 

tetapi tanpa disadari dampaknya sangat merusak lingkungan. Abrasi pantai semakin 

parah, mangrove rusak, dan biota laut seperti ikan serta udang kehilangan habitatnya. 

Tidak hanya itu, garis pantai yang terus bergeser mendekati pemukiman warga 

membuat mereka hidup dalam bayang-bayang ancaman bencana. Salah satu penyebab 

utama dari kerusakan ini adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan 

hukum. 
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(Sumber: Jordi, 2021) 

Gambar 1. Abrasi Pantai di Pantai Batu Kora, Desa Wangel, Kepulauan Aru 

 
Selain pada daerah tersebut, didapatkan dalam penjelasan Nupus dkk. (2024) 

bahwa penambangan pasir di Desa Batu Sondat juga dilakukan oleh masyarakat 

setempat yang memanfaatkan kekayaan alam di aliran sungai. Kegiatan ini muncul 

sebagai solusi terhadap tantangan ekonomi, mengingat banyak warga yang sebelumnya 

bergantung pada pertanian dan buruh dengan pendapatan yang tidak mencukupi. 

Dengan adanya tambang, banyak orang beralih menjadi pekerja tambang, yang 

membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Namun, meskipun membawa manfaat, penambangan ini juga menimbulkan beberapa 

masalah. Aktivitas ini dapat menyebabkan pencemaran air sungai, kerusakan jalan, dan 

peningkatan polusi udara dari kendaraan pengangkut pasir. Tantangan ini perlu dihadapi 

dengan serius agar tidak mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Daerah yang juga terkena dampak penambangan pasir laut adalah di Perairan 

Timur Pulau Karimun Besar dilakukan dengan menggunakan kapal keruk (dredger) yang 

menyedot pasir dari dasar laut. Kegiatan ini mulai meningkat sekitar tahun 1996 dan 

terus berkembang pesat hingga 2005. Volume pasir yang ditambang mengalami 

lonjakan signifikan, dari sekitar 26.672.232,82 m³ antara tahun 1955 dan 1998, menjadi 

62.580.425,44 m³ dalam periode 1998 hingga 2005. Kegiatan ini didorong oleh 

kebutuhan ekonomi masyarakat setempat yang bergantung pada hasil tambang untuk 

meningkatkan pendapatan, serta tingginya permintaan pasir untuk proyek reklamasi dan 

pembangunan, penambangan ini membawa dampak negatif yang serius. Aktivitas ini 

menyebabkan kerusakan ekosistem, termasuk hilangnya habitat mangrove, 

peningkatan kekeruhan air, dan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada 
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kehidupan biota laut. Selain itu, perubahan morfologi dasar laut yang diakibatkan oleh 

penambangan dapat menimbulkan masalah lebih lanjut, seperti gangguan pada sektor 

perikanan (Isnaini dkk., 2012). 

Saat ini, belum ada data spesifik yang benar-benar bisa menunjukan seberapa 

banyak pasir atau sedimen yang dikeruk hingga menyebabkan abrasi pantai. Namun, 

para peneliti sepakat bahwa penambangan pasir terutama di wilayah pesisir dan sungai, 

punya dampak serius terhadap lingkungan. Salah satu yang paling jelas adalah abrasi 

pantai ketika pasir yang seharusnya jadi pelindung alami justru hilang, membuat garis 

pantai makin terkikis oleh gelombang laut (Ilmu Geografi, n.d.). Selain itu, penambangan 

pasir juga merusak habitat organisme laut, mempercepat erosi, meningkatkan risiko 

banjir dan membuat kualitas air menurun akibat kekeruhan yang meningkat (Sihotang et 

al., 2020). Di beberapa tempat, seperti di pesisir timur Riau, abrasi bahkan bisa 

mencapai 30 meter per tahun karena eksploitasi pasir yang tak terkontrol, mengancam 

lahan, pemukiman, dan infrastruktur di sekitarnya (LPPM UNRI, 2022). Jika dibiarkan 

tanpa pengelolaan yang bijak, dampaknya bisa berkepanjangan, merusak ekosistem 

sekaligus menyulitkan masyarakat yang hidup di kawasan pesisir.  

 

(Sumber: Sahputra, 2024) 

Gambar 2. Dampak Penambangan Pasir Laut di Pulau Karimun dan Sekitarnya 

Selanjutnya, kasus eksploitasi pasir laut lainnya dapat ditemui di Pantai Tanjung 

Nguran, Desa Ohoitahit, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual. Area pantai pada wilayah 

pesisir Desa Ohoitahit ini memiliki substrat pasir tebal dengan panjang sekitar 200 meter. 

Saat ini Pantai Tanjung Nguran terus mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas 

penambangan ilegal yang belum berhenti hingga saat ini, sehingga menyebabkan 

degradasi kualitas lingkungan dan diperlukan upaya rehabilitasi secara kontinu untuk 
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dapat memulihkan kondisi pantai. Substrat pantai telah berubah menjadi pasir pantai 

yang bercampur dengan bebatuan karang mati dan batang pohon telah jatuh dan 

berserakan akibat terpaan ombak karena penambangan pasir laut yang berlebihan 

(Rada, 2021). 

Lebih lanjut dalam penelitiannya, Rada (2021) memaparkan bahwa kegiatan 

penambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat membawa dampak negatif 

terhadap lingkungan, di antaranya menyebabkan berkurangnya ketebalan pasir dan 

penyempitan daratan di wilayah tersebut. Selain memicu kerusakan area pesisir, 

aktivitas ini juga memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat yang belum 

terselesaikan dan telah menjadi perhatian utama pemerintah Desa Ohoitahit. Konflik 

yang diakibatkan oleh kegiatan ini telah berlangsung kurang lebih selama hampir satu 

dekade dan telah menjadikan kawasan pesisir Pantai Tanjung Nguran semakin 

memburuk. Penambangan pasir pantai yang berada pada lokasi tersebut telah 

menghilangkan fungsi lahan pasir pada wilayah sekitaran Tanjung Nguran. Lokasi 

tersebut telah tandus dan juga dianggap dapat memicu terjadinya bencana alam. 

 

(Sumber: Surianti dkk., 2023) 

Gambar 3. Dampak Abrasi di Pantai Tanjung Nguran Akibat Penambangan Pasir Laut 

Contoh kasus penambangan pasir laut lainnya dapat ditemukan pada Provinsi 

Sulawesi Selatan, tepatnya di Pantai Galesong Kabupaten Takalar. Pesisir Pantai 

Galesong Utara, Kabupaten Takalar telah mengalami perubahan akibat faktor alam, 

seperti abrasi, serta dampak dari aktivitas manusia, terutama penggalian dan 

penambangan pasir yang berkaitan erat dengan degradasi lingkungan dan 

meningkatnya risiko bencana. Pengerukan pasir dalam skala besar di wilayah ini telah 

menyebabkan pengikisan garis pantai secara signifikan. Dampak nyata dari aktivitas ini 
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terlihat jelas pada kemunduran garis pantai di beberapa desa di Kecamatan Galesong 

Utara, termasuk Desa Aeng Batu-Batu, Desa Tamalate, dan Desa Tamasaju (Agustina 

dkk., 2023). 

  

(Sumber: Chandra & Fajar, 2020) 

Gambar 4. Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Abrasi di Sekitar Perairan Galesong Kabupaten 

Takalar 

Upaya Mitigasi Dampak Penambangan Pasir Laut di Indonesia 

Penambangan pasir di kawasan pesisir membutuhkan pendekatan mitigasi dan 

kebijakan yang cermat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta 

kehidupan masyarakat sekitar. Pasir pesisir memiliki peran penting dalam menjaga 

stabilitas ekosistem pesisir serta mendukung keberlanjutan keanekaragaman 

hayati.  Penerapan praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan langkah-langkah 

pengaturan yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut 

dan menjaga kesehatan serta integritas ekosistem perairan dalam jangka panjang. 

Penambangan pasir dapat memiliki efek merusak pada ekosistem, yang pada akhirnya 

dapat mengancam kekayaan bawah laut yang menjadi ciri khas daerah pesisir atau 

kepulauan (Poonia dkk., 2024). Oleh karena itu, penerapan kebijakan mitigasi yang tepat 

sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk menjaga kelestariannya. 

Mitigasi merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengurangi risiko 

bencana, baik dari segi struktural (pembangunan fisik) maupun non-struktural 

(penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana) 

(Qurrotaini & Nuryanto, 2020). Upaya mitigasi diperlukan untuk mencegah munculnya 

korban serta meminimalkan dampak bencana yang mungkin terjaidi. Di samping itu, 

langkah-langkah mitigasi juga berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan sebelum 

bencana terjadi (Mubekti & Alhasanah, 2018).  
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Mitigasi struktural merupakan upaya fisik yang dilakukan untuk mengurangi 

dampak negatif terhadap lingkungan serta melindungi ekosistem pesisir yang rentan 

terhadap kerusakan. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir perlu mencakup peraturan 

yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan. Beberapa langkah kebijakan yang 

dapat diterapkan meliputi pembangunan tanggul atau pemecah ombak yang bertujuan 

untuk menangani bencana abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir (Abda, 2019). 

Selain itu, mitigasi dapat diaplikasikan dengan cara membuat kawasan reklamasi pada 

pantai terdampak abrasi dengan cara menanam kembali vegetasi pesisir seperti 

mangrove yang berperan dalam menstabilkan tanah dan dapat meminimalkan erosi dan 

juga memberikan dampak positif terhadap pemulihan kondisi lingkungan, seperti 

peningkatan keanekaragaman fauna (Idrus dkk., 2019). Mangrove dengan sistem akar 

yang kuat mampu menstabilkan tanah dan melindungi pesisir dari abrasi dan intrusi air 

laut. Tak hanya itu, pembangunan karang buatan juga dapat berfungsi sebagai 

pelindung pantai alami yang dapat menyerupai fungsi submerged breakwater untuk 

membantu dalam mereduksi datangnya energi gelombang. Penurunan energi 

gelombang ini dapat menciptakan kawasan pesisir yang lebih tenang dan stabil, 

sehingga memungkinkan terjadinya proses pengendapan sedimen dan pasir melalui 

difraksi gelombang yang terjadi akibat keberadaan struktur tersebut (Armono dkk., 

2023). 

Mitigasi non struktural merupakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir perlu 

mencakup peraturan yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan. Penentuan zonasi 

wilayah pesisir untuk kegiatan penambangan, pemberian izin yang selektif berdasarkan 

studi lingkungan yang komprehensif, serta penggunaan teknologi pengelolaan yang 

ramah lingkungan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan penambangan 

pasir juga memiliki peran yang sangat penting. Salah satu pendekatan yang dapat 

diterapkan adalah dengan membentuk forum-forum lokal yang berfungsi sebagai tempat 

untuk berdiskusi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Dengan 

melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan penambangan, 

kemungkinan terjadinya kerusakan sosial dan konflik dapat dikurangi. Mitigasi non-

struktural lebih menitikberatkan pada perencanaan tata guna lahan, pemberian insentif 

dari pemerintah, serta edukasi dan pelatihan bagi masyarakat guna meningkatkan 

kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana (Priatmoko, 2018). 

 

 

 



J-Tropimar, Vol. 7, No. 1, Hal: 53-67 (2025)                                                   E-ISSN: 2656-7091                                                                                                                               

63 

 

Regulasi dan Kebijakan Mengenai Penambangan Pasir Laut di Indonesia 

Kegiatan penambangan pasir di pesisir sering kali berlangsung tanpa izin atau 

melanggar regulasi yang ada, sehingga dapat memperburuk kerusakan lingkungan. 

Untuk itu, sangat diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas 

terhadap aktivitas ilegal atau yang merusak lingkungan. Dalam hal ini, undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPPLH) menjadi dasar utama dalam pengelolaan lingkungan hidup secara 

menyeluruh, termasuk pengaturan mengenai kegiatan penambangan di kawasan 

pesisir. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan lingkungan hidup 

yang menyeluruh, termasuk pengaturan mengenai kegiatan penambangan di kawasan 

pesisir. 

Menurut Pasal 36 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari dua 

tahapan. Tahap pertama adalah IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan 

umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Tahap kedua adalah IUP Operasi Produksi, 

yang mencakup kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, 

pengangkutan, dan penjualan. Menurut Pasal 1 angka 8 dalam undang-undang tersebut, 

IUP Eksplorasi merupakan izin yang diberikan untuk melakukan penyeledikan umum, 

eksplorasi, dan studi kelayakan. Sementara itu, IUP Operasi Produksi sebagaimana 

yang tertera dalam Pasal 1 angka 9, hanya dapat diperoleh setelah tahap eksplorasi 

selesai dan izin resmi diterbitkan. Apabila suatu pihak hanya memiliki IUP Eksplorasi 

namun tetap melakukan kegiatan produksi tanpa izin yang sah, maka dapat dikenai 

sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 5 tahun serta denda maksimal 

Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (Astina, 2020). 

 

KESIMPULAN 

Penambangan pasir laut di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap 

dinamika ekosistem pesisir, khususnya degradasi garis pantai akibat adanya abrasi. 

Kegiatan ini muncul dipicu oleh kebutuhan konstruksi, reklamasi, dan ekspor, 

menyebabkan kemunduran fisik pada ekosistem wilayah pesisir seperti terumbu karang, 

padang lamun, dan mangrove. Apabila dibiarkan secara terus-menerus kegiatan ini 

dapat meningkatkan timbulnya risiko bencana, seperti banjir dan tanah longsor, serta 

memicu konflik sosial-ekonomi pada masyarakat pesisir. 

Secara ekologis, dampak negatif meliputi rusaknya habitat laut, perubahan pola 

sedimentasi, dan ketidakseimbangan ekosistem. Sementara itu, manfaat ekonomi 
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jangka pendek yang dihasilkan dari kegiatan ini tidak sebanding dengan kerugian 

lingkungan dan sosial jangka panjang yang ditimbulkan setelahnya. Maka, sangat 

pentingnya dilakukannya pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan mitigasi struktural 

dan non-struktural, termasuk penegakan regulasi, pemulihan ekosistem, dan 

pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat dan 

pemerintah setempat dapat memastikan kelestarian lingkungan pesisir serta 

mendukung kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem laut.  
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